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Komisi XI DPR Dilaporkan ke MKD

~ Anggota BPK RI yang telah

Terkait o
Seleksi Calon

‘Anggota BPK.

Jakarta, Padek—Kelompok'
aktivis yang menamakan diri
Koalisi Save BPK melaporkan
dugaan pelanggaran etik yang
dilakukan KomisiXIDPRkepa-
da Mahkamah Kehormatan
Dewan DPR (MKD DPR). Hal

~_ituterkait dugaan pelanggaran

etik Komisi XI terkait proses pe-
milihan Anggota Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK RI)
yang mendapat sorotan tajam
dari masyarakat.
Prasetyosebagaisalah satu
perwakilankelompoktersebut
mengatakan, masyarakat su-
dah memberi masukan ter-
hadap calon-calon Anggota
BPK sesuai UU. Tapi Komisi XI
sepertinya acuh, tidak mau .

- menerima kenyataan bahwa

terdapat 2 dari 16 calon yang
tidak memenubhi syarat yang
sesuai UU BPK. ‘
“Masyarakat juga sudah
mengingatkan, jika 2 calon
tersebut diloloskan maka Ko-
misi XI berpotensi menabrak
UU. Karena itulah kami me-
laporkan dugaan pelanggaran
etikagar diproses sesuaiketen-

- tuan,” ujar Prasetyo, kepada

wartawan usai menyerahkan
laporannya, Kamis (5/8).

Di dalam laporannya, Ko-
alisi Save BPK itumelampirkan
sejumlah bukti-bukiti antara
lain; Keputusan Menteri
Keuangan tentang pengangka-
tan Harry Z Soeratin dan Nyo-
man Adhi Suryadnyana, Surat
Komisi XI tentang 16 Calon

memenuhl persyaratan ad-

ministrasi.

Selain itu, Surat Pimpinan
DPR kepada Pimpinan DPDRI
tentang 16 Calon Anggota BPK
RI yang telah memenuhi per-
syaratan administrasi, Kajian
Badan Keahlian DPR RI ten-
tangPersyaratan Calon Anggo-
ta BPK RI, dan Surat Permin-
taan Fatwa Mahkamah Agung
dari Komisi XI kepada Pimpi-
nan DPRRL »

Tak hanya itu, kelompok
tersebut juga menyoroti dug-
aan suap senilai Rp 75 miliar
dalam pemilihan calon Anggo-
ta BPK kepada pimpinan frak-
sidan anggota Komisi XI. Dug-
aan suap itu berdasarkan lap-

oran Majalah Forum Keadilan
‘edisi Agustus 2021, yang men-

gungkap adanya indikasi suap
untuk memuluskan nama
Nyoman Adhi Suryadnyana
sebagai Anggota BPK.
“Menurutsumber Majalah
itu, pimpinan Fraksi dan Ang-

gota Komisi kebagian antara

Rp 1,5miliarsampai dengan Rp
1,7 miliar” kata Prasetyo.
‘Diketahui, karena adanya

sorotan tersebut, Komisi XI

DPR memutuskan meminta
pendapat hukum atau fatwa
dari Mahkamah Agung. Kepu-
tusan tersebut diambil untuk
menyikapi perbedaan pan-
dangan terkait persyaratan Ca-
lon Anggota BPK sebagaimana
Pasal 13 hurufj UU BPK.
Prasetyo menilai, langkah
itu diambil, bisa saja sebagai
carauntukmencariaman alias
jalan tengah. Meskipun se-
sungguhnya permintaan fatwa
tersebut tidak mendasar dan
tidakrelevan. Sebab, dari doku-
men administrasi kedua calon

sudah terbukti tidak penuhi
syarat yang diamanatkan UU

BPK Pasal 13 hurufj.

“Terus terang, kami heran
mengapa Komisi XI terkesan
memaksakan calon tersebut
haruslolos dengan segalama-
cam siasat. Padahal bukti su-
dah di depan mata, jelas dan
tegas merekaberdua tidakbisa ’
menjadi calon anggota BPK,

. Ujarnya.

Presetyo yang juga meru-
pakan, Direktur Eksekutif Pusat

Kajian Keuangan Negara itu

menambahkan, permintaan

fatwa tidak relevan karena ' ]

sudah ada yurispurensinya -
yaitu Fatwa MA kepada Anggo-
ta BPK terpilih tahun 2009 dan
2014

Untuk diketahui, pada ta-
hun 2009, DPRmenganulirket-
erpilihan Dharma Bhakti dan ~
Gunawan Sidauruk karenater- -
bukti belum 2 tahun mening-
galkan jabatan KPA. Tetapi
pada 2014, DPR meloloskan “
(almarhum) Edy Mulyadi '
Soepardlkarena]abatanDepu— :

>

ti di BPKP dan Komisaris di' _ |

BUMN bukanlah KPA. -

“Kamiberharap Pimpinan "
DPR mengurungkan ren-
cananya untuk minta Fatwa

G

‘kepadaMA. Meru]ukpadastu-

di kasus tahun 2009 dan 2014
seharusnya sudah cukup. Kare-
na sudah jelas ada bukti nyata
bahwa 2 tahun belum mening-
galkan jabatan sebagai KP ;
tutupnya.

Namun, anehnya Ketua
MKD DPR Saleh P Daulay,
mengaku dirinya belum
mengetahui adanyapelaporan

* oleh pihak yang mengatasna-

makan Koalisi Save BPK itu.

“Saya belum mengetahui ter-

kaitlaporanitu. Sekarang, DPR
sedang reses. Terkait pelapo-
ran, belum disampaikankepa-
dakami’ kata Saleh, ketika dl— :

- hubungiwartawan. (jpg)




